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BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian


Negara Indonesia dari tahun ke tahun tiada henti–hentinya melaksanakan pembangunan, baik pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam melaksanakan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup banyak. Dimana dana yang digunakan tersebut berasal dari penerimaan negara. Salah satu sumber dari penerimaan negara yang potensial adalah pajak yang dipungut dari masyarakat.


Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional, oleh karena itu sektor pajak perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik serta kebijaksanaan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

        
Mengingat luasnya wilayah yang ada di pemerintahan daerah, maka setiap daerah berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan, mengatur dan menurus rumah tangganya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menggali semua potensi yang ada dan memanfaatkan segenap kemampuannya berupaya mencukupi semua kebutuhannya, serta menghimpun dana yang cukup guna membiayai pembangunan daerah, maka dari itulah diperlukan Dinas Pendapatan Daerah.  

         
Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mempunyai salah satu tugas mengelola penerimaan pendapatan pajak daerah termasuk pajak hiburan bioskop.

          
Pajak hiburan bioskop merupakan salah satu jenis penyelenggaraan hiburan yang sampai saat ini pendapatan atas pajaknya efektif walaupun banyak persaingan seperti munculnya stasiun-stasiun TV swasta dan maraknya peredaran rekaman film ilegal dalam bentuk VCD dan DVD player serta makin berkurangnya sejumlah bioskop. Pendapatan pajak hiburan bioskop di katakan efektif karena setiap tahun targetnya selalu tercapai, hal ini dapat dilihat pada tabel target dan realisasi pendapatan pajak hiburan bioskop dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 sebagai berikut :

Tabel  1.1

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Bioskop 

pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung 

Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2005

	Tahun
	Target
	Realisasi

	2001
	Rp    700.000.000,-
	Rp    897.153.719,-

	2002
	Rp    800.000.000,-
	Rp 1.814.739.944,-

	2003
	Rp    900.000.000,-
	Rp 2.096.678.760,-

	2004
	Rp 1.000.000.000,-
	Rp 2.195.965.245,-

	2005
	Rp 1.100.000.000,-
	Rp 2.405.412.871,-


Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung   

          
Sistem perpajakan di Indonesia saat ini menganut Self Assessment System, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini sebagai aparat perpajakan hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, apakah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan perpajakan. Dengan berlakunya sistem tersebut maka kesempatan–kesempatan untuk melakukan kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian dapat terjadi jika tidak dilakukan usaha–usaha untuk menguranginya.

       
Untuk mencegah kemungkinan tersebut maka diperlukan suatu pengendalian intern yang baik untuk pajak khususnya pajak hiburan bioskop. Dinas Pendapatan Daerah merupakan suatu instansi dinas pemerintah yang sangat vital bagi pembangunan daerah, maka dari itu Dinas Pendapatan Daerah harus mampu menghasilkan penerimaan pendapatan yang optimal khususnya dari pajak hiburan bioskop, kemudian mempertahankan lalu meningkatkan pendapatan sehingga efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop dapat tercapai.

       
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul “Peranan Pengendalian Intern Pajak Hiburan Bioskop Dalam Menunjang Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan Bioskop” pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.2. Identifikasi Masalah

     
Dari uraian latar belakang di atas maka penulis membatasi identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian intern pajak hiburan bioskop yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Bagaimana efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Bagaimana peranan pengendalian intern pajak hiburan bioskop dalam menunjang efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

        
Maksud Penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan peranan pengendalian intern pajak hiburan bioskop yang telah diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

        
Adapun tujuan penelitian  adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengendalian intern pajak hiburan bioskop yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan daerah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya peranan pengendalian intern pajak hiburan bioskop dalam menunjang efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis :

Bagi Instansi :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan dalam kegiatan operasional penerimaan pendapatan serta pertimbangan dalam melaksanakan dan mengevaluasi pajak hiburan bioskop yang ditetapkan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Bagi Pihak Lain :


Sebagai bahan referensi dan informasi mengenai peranan  pengendalian intern 
pajak hiburan bioskop dalam menunjang efektivitas pendapatan pajak hiburan 
bioskop.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

        
 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diandalkan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional, oleh karena itu sektor pajak perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik serta bijaksana maupun pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

        
Sebelum mengetahui lebih jelas tentang pajak hiburan bioskop, terlebih dahulu di bahas mengenai definisi pajak itu sendiri. Salah satu definisi pajak menurut Mardiasmo. Dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

    
 “Pajak    adalah    iuran  rakyat   kepada   kas  negara  berdasarkan 
undang–undang  (yang  dapat  dipaksakan)   dengan   tiada   mendapat   
jasa     timbal (kontraprestasi)   yang   langsung   dapat  ditunjukkan  dan  
yang  digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
  (2003; 1)


Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara, pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa timbal jasa dari negara yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.


Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” bahwa lembaga pemungutan pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Definisi dari pajak pusat dan pajak daerah adalah sebagai berikut :

“Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara”.

              (2003; 8)

“Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”. 

              (2003; 8)

          
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.Salah satu contoh pajak daerah adalah pajak hiburan.

         
Pengertian Pajak Hiburan menurut “Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan” adalah sebagai berikut :

        
“Pajak     Hiburan    yang   selanjutnya  disebut  Pajak   adalah    
pungutan  daerah   atas     penyelenggaraan    hiburan.    Hiburan     
adalah    jenis     pertunjukkan,      dan/atau    keramaian,    dengan     
nama     dan    bentuk  apapun    yang   ditonton   atau     dinikmati   oleh     
setiap   orang   dengan  dipungut bayaran”. 

            (2000; 34)

        
Dari pengertian pajak hiburan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pajak hiburan adalah pajak daerah yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan.

        
Salah satu jenis penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dalam “Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan” adalah pertunjukan film (bioskop). Adapun pengertian dari pajak hiburan bioskop adalah sebagai berikut :

“Pajak Hiburan Bioskop adalah pajak yang dipungut atas pertunjukan (film) bioskop”.

                                                                                                                        (2000; 37)

        
Dari pengertian pajak hiburan bioskop di atas dapat diketahui bahwa pajak hiburan bioskop adalah pajak yang dipungut atas pertunjukan (film) bioskop. Pajak yang dikenakan atas pertunjukan film (bioskop) ini adalah Harga Tanda Masuk (HTM).

        
Untuk mencapai tujuan, manajemen mengelola keuangan Pemerintah Daerah dengan memperlihatkan hal–hal yang berkaitan dengan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian.

     
Dalam hal ini fungsi yang lebih ditekankan yaitu pada pengendalian. Pengendalian merupakan penilaian atas pekerjaan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengadakan tindakan perbaikan bila perlu, agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan perencanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

        
Pengendalian intern merupakan alat pengawasan dalam melaksanakan kegiatan dalam perusahaan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya “Standar Profesional Akuntan Publik” memberi pengertian sebagai berikut :

        
“Pengendalian   intern   adalah   suatu  proses yang dijalankan  oleh  
dewan komisaris,   manajemen,  dan   personel  lain  entitas  yang  
didesain   untuk memberikan   keyakinan   memadai   tentang    
pencapaian   tiga   golongan tujuan   berikut  ini:   (a)   keandalan 
pelaporan        keuangan,    (b)   efektivitas  dan  efisiensi   operasi,      dan  


(c)  kepatuhan  terhadap hukum  dan  peraturan yang berlaku”. 

                                                                                                                   (2001; 319.2)


Dari pengertian pengendalian intern di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh orang yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan.

       
Adapun unsur-unsur pengendalian intern menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku “Standar Profesional Akuntan Publik” adalah sebagai berikut:

       
“1. Lingkungan Pengendalian,

        
  2. Penaksiran Risiko,

         
  3. Aktivitas Pengendalian,

         
  4. Informasi dan Komunikasi,

         
  5. Pemantauan”.

                                                                                                                   (2001; 319.2)
          
Luasnya ruang lingkup pekerjaan di Dinas Pendapatan Daerah membutuhkan manajemen kantor yang lebih baik. Dalam hal ini peranan  pengendalian intern sangatlah besar dalam menunjang efektivitas pendapatan, sehingga dapat dilakukan pengawasan yang baik terhadap aktivitas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

         
Menurut  Arrens and Loebbecke dalam buku “Auditing Pendekatan Terpadu”, yang diadaptasi oleh Amir Abadi Jusuf mengemukakan pengertian efektivitas adalah sebagai berikut :
“Efektivitas adalah menilai apakah suatu lembaga atau organisasi telah memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam mencapai standar kelayakan yang mengacu kepada pencapaian suatu tujuan”. 









                      (2002; 817)

        
Kriteria efektivitas menurut Arrens dan Loebbecke dalam bukunya “Auditing Pendekatan Terpadu” yang di adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf mencakup :

         
“1.   Kinerja Historis,

           
  2.   Kinerja yang dapat diperbandingkan,


  3.   Standar Rekayasa,

   4.   Diskusi dan Kesepakatan”.

                                                                                                                      (2002; 771) 

         
Apabila pemungutan pajak hiburan bioskop sesuai atau melebihi taksiran pendapatan maka realisasi pendapatan pajak tercapai. Untuk itu pemerintah di samping menyusun tata cara pemungutan juga harus dibarengi dengan kemampuan aparatur pemerintah yang baik, walaupun demikian tanpa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka tidak akan terwujud suatu pembangunan yang merata demi tercapainya pembangunan nasional.

         
Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap organisasi perusahaan secara optimal, karena hal tersebut merupakan tujuan dari suatu organisasi perusahaan. 

         
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan”, pendapatan dapat diartikan sebagai berikut :

“ Pendapatan adalah arus masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal suatu perusahaan selama satu periode apabila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari modal”.










           (2004; 5.2)

        
Dari pengertian efektivitas dan pendapatan di atas, dapat dipahami tentang efektivitas pendapatan merupakan suatu kemampuan untuk merealisasikan tujuan dari organisasi dengan membandingkan target dan realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan pajak besar berarti dapat dikatakan pendapatan efektif, sebaliknya apabila realisasi pendapatan pajak kecil berarti dikatakan tidak efektif.

        
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 55 menyatakan bahwa :

        
“Kepala  satuan  kerja  perangkat  daerah  selaku  pengguna anggaran 
atau  pengguna   barang        memberikan      pernyataan     bahwa     
pengelolaan Anggaran       Pendapatan      Belanja   Daerah      harus      
diselenggarakan berdasarkan       pengendalian        intern    yang    
memadai  dan  akuntansi keuangan       diselenggarakan        sesuai      
dengan    standar       akuntansi   pemerintahan”.










            (2004; 22)


Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas pendapatan tercapai apabila pengendalian intern suatu organisasi atau instansi sudah diterapkan dengan baik.
        
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat diambil hipotesis sementara bahwa : 

“Pengendalian intern pajak hiburan bioskop berperan dalam menunjang  efektivitas pendapatan pajak hiburan bioskop”.
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Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran

1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian
       
Penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh data untuk menulis skripsi. Penulis mengadakan penelitian di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, beralamat di jalan Wastukencana No. 2 Bandung. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung mulai dari bulan 29 Maret 2006 sampai 29 Juni 2006.

Efektivitas Pendapatan:


1. Kinerja Historis


2. Kinerja Yang Dapat  


    Diperbandingkan


3. Standar Rekayasa


4. Diskusi dan  


    Kesepakatan


(Arrens dan Loebbecke: 2002;771)








Pengendalian Intern:


1. Lingkungan  


    Pengendalian


2. Penaksiran Risiko


3. Aktivitas Pengendalian


4. Informasi dan 


    Komunikasi


5. Pemantauan


(IAI: 2001;321)
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